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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Era globalisasi ditunjukkan dengan adanya perkembangan teknologi serta 

internet yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Segala aspek dalam 

kehidupan dituntut untuk terus berkembang dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi dan internet tersebut. Berbagai sektor kehidupan seperti sosial, budaya, 

industri, maupun ekonomi dalam menunjang keberlangsungan operasionalnya juga 

tidak dapat menghindari bahwa seiring berjalannya waktu, harus dilakukan 

penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tersebut. Apabila sektor-sektor 

essensial tersebut tidak melaksanakan penyesuaian, maka hal ini akan menghambat 

kegiatan operasionalnya. Dengan adanya perkembangan teknologi, hal-hal yang 

biasanya dapat dilakukan secara langsung atau bertatap-muka, saat ini dapat 

dilakukan tanpa harus tatap muka atau dapat dilakukan secara daring hanya dengan 

bermodalkan ponsel pintar (smartphone). Pada sektor industri atau bisnis, dapat 

dilihat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu, untuk melakukan 

kegiatan jual-beli suatu barang, masyarakat harus pergi ke pusat perbelanjaan dan 

menghabiskan waktu di beberapa tempat untuk akhirnya terjadi transaksi jual-beli. 

Sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi, terdapat perdagangan online   

atau sering disebut e-commerce dimana hanya dengan sentuhan jari saja, pembeli 

dapat melakukan transaksi jual-beli. Selanjutnya, barang yang sudah dibeli tersebut 
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dapat langsung diantarkan ke rumah pihak pembeli melalui ekspedisi yang dipilih 

oleh pembeli. Selain sektor industri dan bisnis tersebut, teknologi juga 

mempengaruhi sektor keuangan. Pada sektor keuangan ini dikenal suatu istilah 

yaitu financial technology. Financial technology ini sendiri merupakan sebuah 

istilah yang digunakan di sektor jasa keuangan pada inovasi bidang finansial yang 

diberikan sentuhan teknologi sehingga dapat mengubah model bisnis yang 

berbentuk konvensional menjadi modern dengan mengubah, memfokuskan, serta 

mengefisiensi beragam aspek pelayanan sektor jasa keuangan yang tadinya harus 

bertatap-muka, dengan adanya inovasi finansial ini pembayaran transaksi dapat 

dilakukan melalui jarak jauh dalam waktu yang cepat.1 Dengan adanya financial 

technology ini, segala layanan sektor jasa keuangan seperti transfer, pinjaman dana, 

manajemen aset, dan seluruh jenis pembayaran dapat dilakukan melalui metode 

daring dan tidak perlu bertatap-muka sama sekali. 

Sektor keuangan atau ekonomi saat ini terus berkembang berdampingan dengan 

perkembangan teknologi. Kemajuan ini dapat dilihat dari inovasi-inovasi keuangan 

pada lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan yang beragam dan 

bervariasi. Namun pada kenyataanya, bank selaku penghimpun  serta penyalur dana 

masyarakat, dalam menerapkan perkembangan dan inovasi-inovasi layanan 

perbankan yang ada, tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

Hal ini merupakan suatu permasalahan yang timbul dikarenakan dilihat dari letak 

 
1Rani Maulida. 2019. Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia. 

(Online). https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech. Diupload November 2019, 
Diakses pada Senin, 16 Agustus 2021, pukul 13.22. 
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geografisnya, Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kepulauan sehingga 

jangkauan geografis dari sektor jasa keuangan dalam memberikan layanan sulit 

untuk mencapai pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Kebanyakan pelayanan 

sektor jasa keuangan hanya tersedia di kota besar dan tidak sampai ke wilayah 

terpencil sehingga pada akhirnya terjadi ketimpangan antar masyarakat Indonesia 

dimana pembangunan bidang ekonomi nasional tidak tersebar secara merata. Tanpa 

disadari, dengan adanya kesenjangan ini, masih banyak masyarakat yang belum 

bisa mendapatkan layanan perbankan. Masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki 

akses layanan perbankan inilah yang akhirnya meningkatkan jumlah penduduk 

Indonesia yang sudah cukup umur, namun tidak memiliki layanan perbankan 

(unbanked people).2  

Unbanked People secara harfiah merupakan masyarakat yang telah dianggap 

dewasa, namun dikarenakan keterbatasan akses layanan perbankan, akhirnya belum 

memiliki rekening bank ataupun produk bank lainnya. Indonesia sendiri memiliki 

angka unbanked people yang cukup tinggi, hal ini Kembali lagi dikarenakan 

kesenjangan pembangunan perekonomian nasional, sehingga layanan perbankan 

tidak dapat menjangkau beberapa daerah terpencil. Diketahui bahwa hanya 36% 

dari total keseluruhan populasi masyarakat Indonesia yang sudah memiliki 

rekening bank.3 Hal inilah yang sebenarnya mendorong munculnya inovasi-inovasi 

baru dengan tujuan meraih pasar yang lebih luas termasuk unbanked people. 

 
2 Masnita, Triyowati, dan Khomsiyah. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam 

Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan. Juara: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera Vol.1, No.1, 
Januari 2020, hlm.26. 

3 Inda Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari. Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech 
Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal 
Lembaga Keris Vol. 4, No. 1, September 2019, hlm. 16. 
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Dengan adanya kemajuan teknologi, menurut wearesocial, sebanyak 130 juta 

masyarakat Indonesia aktif menggunakan internet dan 81% dari pengguna internet 

tersebut, menggunakan smartphone untuk mengaksesnya. Angka 130 juta jiwa ini 

menunjukkan bahwa hampir setengah populasi Indonesia yaitu 265,4 juta jiwa 

menurut laporan titu, merupakan pengguna internet.4 Maka dari itu, financial 

technology yang merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi ini, dapat mengambil peran penting untuk mendorong 

akses layanan keuangan serta peningkatan literasi keuangan. Masyarakat yang tidak 

dapat dijangkau oleh layanan perbankan, tetap dapat merasakan layanan keuangan 

(Bankable).5 

Financial technology memiliki fungsi yang tidak berbeda jauh dengan fungsi 

bank yaitu untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi finansial. 

Financial technology itu sendiri masih terbagi dalam beberapa klasifikasi. Menurut 

bank Indonesia terdapat 4 jenis klasifikasi financial technology yang tersedia antara 

lain:6 

a. Peer to peer lending atau crowdfunding 

Pada peer to peer lending atau crowfunding terdapat pihak ketiga yang 

menyediakan sebuah wadah atau platform sebagai tempat bertemunya lender 

selaku pemberi pinjaman dengan borrower selaku penerima pinjaman. 

Layanan peer to peer lending merupakan salah satu financial technology yang 

bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha untuk mencari modal. 

 
4 Lucy Pujasari Supratman. Pengguna Media Sosial oleh Digital Native. Jurnal Ilmu 

Komuikasi, Vol. 15, No.1, Juni 2018, hlm. 48. 
5 Rani Maulida, Op. Cit. 
6 Ibid.  
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b. Market aggregator 

Financial technology ini digunakan sebagai tempat pemberi informasi 

keuangan kepada para pengguna layanan keuangan. Informasi yang diberikan 

seperti kekurangan ataupun kelebihan berbagai produk sektor jasa keuangan 

agar konsumen dapat membandingkan produk yang ada. 

c. Risk and investment management 

Financial technology ini bertujuan untuk membantu pengguna membuat 

financial planning baik untuk jangka pendek (short term) dan jangka Panjang 

(long term). 

d. Payment, clearing, and settlement 

Financial technology jenis ini merupakan suatu metode pembayaran cashless 

sehingga tidak perlu lagi menggunakan uang kas melainkan menggunakan satu 

portal saja seperti smartphone. 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kepastian hukum, 

mengedepankan legalitas dari financial technology  itu sendiri. Tanggung jawab 

atas segala kegiatan layanan keuangan di Indonesia terdapat pada bank sentral yaitu 

Bank Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia telah mengatur mengenai financial 

technology dalam peraturan Bank Indonesia nomor 19/1/PBI/2017 mengenai 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Setiap financial technology yang melakukan 

operasional sistem pembayaran, harus memenuhi kewajibannya untuk 

mendaftarkan penyelenggaraannya kepada Bank Indonesia. Apabila financial 

technology tersebut telah didaftarkan pada bank Indonesia, selanjutnya dalam 

penyelenggaraanya financial technology tersebut akan diawasi oleh OJK (Otoritas 
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Jasa Keuangan). Hal ini dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai peralihan fungsi pengaturan 

serta pengawasan perbankan yang tadinya ada pada Bank Indonesia dialihkan 

kepada OJK.7 Peraturan terkait financial technology diatur pada POJK (Peraturan 

Jasa Keuangan) No. 77/POJK.01/2016 LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi).8 Pada POJK 77/POJK.01/2016 ini, diatur 

mengenai Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, 

Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan 

Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan 

Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan 

Peralihan, Ketentuan Penutup.9 

Peer to peer lending merupakan salah satu jenis financial technology yang 

paling ramai peminat di Indonesia. Pada masyarakat awam peer to peer lending 

lebih dikenal dengan istilah pinjaman online. OJK menyebut peer to peer lending 

dengan sebutan financial technology lending dimana hal ini terdapat dalam POJK 

No. 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa financial technology lending 

merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang 

menyediakan sebuah platform untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) 

dengan penerima pinjaman (borrower) dengan tujuan untuk melakukan perjanjian 

 
7 Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia. (Online).  https://www.bi.go.id/id/tentang-

bi/sejarah-bi/Default.aspx. Diupload 2011, Diakses pada Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.34. 
8 Otoritas Jasa Keuangan. Frequently Asked Question: Kategori Umum. (Online). 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf. Diakses pada Rabu, 18 
Agustus 2021, Pukul 14.17. 

9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
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pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan pinjam meminjam ini 

banyak diminati dikarenakan kebutuhan pendanaan masyarakat Indonesia yang 

digunakan untuk pinjaman modal. Pinjaman modal usaha biasanya mensyaratkan 

adanya agunan, hal inilah yang memicu pertumbuhan peer to peer lending dimana 

peer to peer lending dapat menjadi jalan keluar bagi pengusaha kecil dan menengah 

ataupun peminjam yang credit worthy dapat mengakses pinjaman modal tanpa 

agunan.10 Peer to peer lending menarik konsep dimana suatu perusahaan selaku 

pihak ketiga menyediakan wadah sebagai tempat bertemunya antara lender dan 

borrower secara online. Dalam peer to peer lending, lender tidak bertemu langsung 

secara bertatap-muka dengan borrower, bahkan para pihak kebanyakan tidak saling 

mengenal satu sama lain, karena para pihak hanya bertemu pada wadah atau 

platform yang telah disediakan oleh perusahaan peer to peer lending selaku pihak 

ketiga.11 Konsep yang digunakan oleh sistem peer to peer lending jauh lebih 

sederhana dibandingkan dengan pinjaman melalui Lembaga resmi seperti bank, 

koperasi, jasa kredit, pemerintah dan lain lain yang pastinya jauh lebih kompleks 

dan membutuhkan persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi. Seperti yang sudah 

dijelaskan, peer to peer lending melibatkan beberapa pihak yaitu lender, borrower, 

dan Perusahaan peer to peer lending. Lender selaku pemberi pinjaman, borrower 

selaku penerima pinjaman, dan perusahaan peer to peer lending selaku pihak ketiga 

yang menyediakan platform tempat bertemunya lender dan borrower. 

 
10 Heryucha Romanna Tampubolon. Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud 

Baru Keuangan Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 3 No.2 Edisi Maret 2019. hlm. 192. 
11 Ibid.  
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Meskipun perusahaan peer to peer lending bukan merupakan bank, namun harus 

tetap memperhatikan kinerja Non-Performing Loan (NPL) Perusahaan. Non-

Performing Loan (NPL) diukur berdasarkan perbandingan antara kredit bermasalah 

terhadap total kredit. Tujuan dari Non-Performing Loan (NPL) itu sendiri adalah 

sebagai rasio kemampuan manajemen bank dalam mengatasi kredit bermasalah 

serta menunjukkan tingginya risiko kredit.12 Sebagai pihak ketiga, perusahaan peer 

to peer lending juga bertugas untuk menentukan kelayakan borrower melalui credit 

scoring sehingga kegiatan pinjam-meminjam uang ini dapat terjamin 

keamanannya. Pengguna layanan peer to peer lending juga perlu memperhatikan 

perusahaan penyelenggara peer to peer lending yang dipilih. Dengan memilih 

perusahaan peer to peer lending yang sudah berizin dan terdaftar di OJK, para pihak 

dapat meminimalisir risiko yang tidak diinginkan.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu perusahaan peer to peer 

lending yang berlokasi di Jakarta Selatan sebagai objek penelitian, namun 

dikarenakan beberapa alasan dan SOP, Perusahaan memilih untuk tidak disebutkan 

nama perusahaannya (Undisclosed), maka dari itu, selanjutnya perusahaan akan 

disebut dengan PT. X. PT. X yang berlokasi di Jakarta Selatan merupakan salah 

satu perusahaan penyelenggara peer to peer lending yang telah memiliki izin OJK 

dan memiliki nilai TKB90 (tingkat keberhasilan 90) yaitu 100% yang artinya 

semenjak perusahaan peer to peer lending ini didirikan, pengembalian uang 

pinjaman oleh borrower kepada lender berhasil dilakukan dalam jangka waktu 90 

hari sejak jatuh tempo dan belum ada kejadian gagal bayar. PT. X memiliki sebuah 

 
12 Ibid. 
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platform aplikasi Fintech Peer to Peer Lending yang menghubungkan antara 

Peminjam/Borrower dengan Pendana/Lender. PT. X hadir dan didirikan di 

Indonesia sejak Oktober 2017. PT. X telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) sejak Desember 2018 dan sudah memiliki nomor registrasi. 

Aplikasi platform PT. X menawarkan berbagai produk pendanaan yang dapat di 

pilih oleh Pendana dengan dana awal, jangka waktu, dan imbal hasil yang beragam 

hingga 24% p.a. Pendana akan menerima penghasilan (dana awal dan bunga) saat 

jangka waktu pendanaan berakhir. Aplikasi platform PT. X  hanya mendanai 

peminjam dengan skor kredit baik yang berasal dari e-commerce rekanan PT. X 

dengan bunga bersahabat.13 

Sistem peer to peer lending yang dapat memudahkan seseorang melakukan 

pinjam-meminjam uang tanpa harus bertemu secara langsung dalam waktu yang 

cepat dan hanya dilakukan secara online, tidak menutup kemungkinan terjadinya 

berbagai macam risiko yang ada. Dengan memilih perusahaan peer to peer lending 

yang legal dan kredibel, lender ataupun borrower dapat meminimalisir risiko yang 

tidak diinginkan. Selaku konsumen, baik lender ataupun borrower diharapkan 

untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam kegiatan peer to peer lending. 

Perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending juga diwajibkan untuk 

menjamin keamanan kegiatan peer to peer lending bagi pihak lender ataupun 

borrower. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh setiap pihak baik lender, 

borrower, maupun perusahaan penyelenggara peer to peer lending diharuskan 

 
13 Anonim. Company Profile PT. X. (Online). https://fintech.id/id/member/detail/371. 

Diupload Desember 2018, Diakses Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.45. 
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bersifat proporsional. Proporsional yang dimaksud disini adalah adanya 

keseimbangan bagi tiap pihak, seimbang artinya bukan sama rata melainkan aspek-

aspek hak dan kewajiban setiap pihak dapat terpenuhi. Namun pada praktiknya, 

pihak lender dan borrower dalam kegiatan peer to peer lending kebanyakan tidak 

mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan hanya menyetujui kontrak 

yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending tanpa 

memahami isinya. Akibatnya terdapat pihak yang berada dalam posisi yang lebih 

lemah, hal ini didasarkan pada perspektif perlindungan konsumen dimana ada salah 

satu pihak yang memiliki ketimpangan posisi tawar (bargaining position) dimana 

pihak tersebut tidak dapat memperjuangkan haknya meskipun sudah menjalankan 

kewajibannya.14 Ketidakpahaman para pihak atas isi kontrak menyebabkan 

bargaining position yang dimiliki menjadi tidak seimbang. Pada dasarnya para 

pihak dalam peer to peer lending ini membentuk suatu kontrak yang menciptakan 

hubungan kontraktual. Kontrak merupakan persetujuan dari para pihak untuk 

melaksanakan kewajiban, baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan secara 

sebagian.15 Hubungan kontraktual merupakan hubungan hukum yang 

menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengikatkan diri dalam 

suatu perjanjian.16 Dalam kajian akademis, hukum kontrak sering dikaitkan dengan 

asas keseimbangan dalam berkontrak atau asas proposional. Asas proporsional 

 
14 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, Jakarta: Kencana, 2021, hlm.73. 
15 Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 

grafika, 2019,  hlm. 26. 
16 Agus Yudha Hernoko. Agus Yudha Hernoko. Asas Proporsionalitas Sebagai 

Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial. Jurnal hukum 
dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016. hal. 449. 



 
 

 
 

11 

diartikan sebagai keseimbangan atau evenwicht-evenwichtig yang menunjuk pada 

suatu keseimbangan keadaan, posisi, atau derajat.17 Hubungan kontraktual yang 

didasarkan pada asas proporsional menujukkan kesetaraan hak dan kewajiban antar 

para pihak menurut proporsi yang telah disepakati.18 Dalam penelitian ini 

pembahasannya mengkaji isi kontrak serta hubungan hukum yang timbul pada 

financial technology yang berbasis peer to peer lending sehingga hak dan 

kewajiban para pihak yang terkandung dalam perjanjian yang disepakati dapat 

terjabarkan dan dikaitkan dengan asas proposional dalam berkontrak. Kajian 

dilakukan pada perusahaan penyelenggara peer to peer lending yaitu PT. X  dalam 

perannya memberikan perlindungan hukum bagi lender dan borrower dalam 

perjanjian layanan peer to peer lending. Berdasarkan uraian dan penjelasan 

tersebut, penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul 

“Perlindungan Hukum Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Financial 

Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Pada PT. X Berlokasi Di 

Jakarta Selatan)”.   

 

 

 

 

 

 

 
17 Ibid, hlm. 23. 
18 Ibid, hlm. 95. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah 

pada  skripsi ini adalah 

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak (lender, borrower, dan 

Perusahaan penyelenggara) dalam peer to peer lending pada PT. X ? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum proporsional antara para pihak (lender, 

borrower, dan Perusahaan Penyelenggara) pada peer to peer lending pada PT.X? 

 

C. Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya jangkauan hukum perdata, agar skripsi ini dapat terarah dan 

tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkupnya 

dibatasi mengenai Perlindungan Hukum Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam 

Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Pada Perusahaan Peer 

To Peer Lending Yang Berlokasi Di Wilayah Jakarta)    

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, tujuan dan manfaat 

dari penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak (lender, borrower, dan 

perusahaan penyelenggara) dalam peer to peer lending pada PT. X . 

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum proporsional antara para pihak (lender, 

borrower, dan perusahaan penyelenggara) dalam peer to peer lending pada PT. 

X. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan, diharapkan adanya 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini berupa manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta sebagai 

masukan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya dalam Ilmu 

hukum perdata yaitu hukum perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak dalam 

kegiatan peer to peer lending. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi para 

pihak yaitu: 

a. Manfaat untuk masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

awam maupun mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum dan hubungan 

hukum dalam pelaksanaan financial technology berbasis peer to peer 

lending sehingga mendapatkan gambaran umum serta edukasi mengenai 

sistematika peer to peer lending dan perlindungan yang didapatkan secara 

preventif maupun respresif terhadap sengketa dalam sistem peer to peer 

lending. 
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b. Manfaat untuk Lender 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

pihak lender  yang berperan sebagai investor dalam peer to peer lending 

agar mengetahui hak dan kewajibannya. 

c. Manfaat untuk Borrower 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

pihak borrower  yang berperan sebagai peminjam dana dalam peer to peer 

lending agar mengetahui hak dan kewajibannya. 

d. Manfaat untuk Instansi terkait 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk instansi terkait 

sebagai pihak ketiga yaitu perusahaan penyelenggara layanan peer to peer 

lending untuk mendapatkan informasi-informasi yang dapat dijadikan 

bahan untuk memberikan perlindungan preventif ataupun represif pada 

sengketa yang akan timbul di kemudian hari, serta memberikan gambaran 

tingkat kepahaman para pihak selaku pengguna jasa peer to peer lending 

yang mengikatkan diri melalui kontrak dalam mengetahui hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

 

F. Kerangka Teori 

Pada suatu penelitian, teori dan kerangka teori berfungsi sebagai dasar pemikiran 

dalam menyusun sebuah penelitian yang bertujuan untuk membantu penulis dalam 

menentukan arah penelitian. Teori dapat memberikan penjelasan mengenai suatu 

alasan gejala spesifik atau proses dapat terjadi, suatu teori harus diuji untuk 
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menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak 

benarannya.19 Adapun landasan teori yang penulis gunakan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teori Perjanjian 

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan suatu perjanjian 

dianggap sah apabila telah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

b. Cakap untuk membuat perjanjian;  

c. Mengenai suatu hal tertentu; dan  

d. Suatu sebab yang halal.  

Syarat perjanjian yang telah disebutkan merupakan syarat mutlak suatu 

perjanjian, yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka perjanjian 

tersebut dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan. 

Menurut pendapat para ahli, Subekti mendeskripsikan perjanjian sebagai 

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu 

hubungan yang dinamakan perikatan. Bentuk perjanjian yang dimaksud berupa 

suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis.20 

 
19 J.J.J. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (ed.1), Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1996, hlm. 203. 
20 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1. 



 
 

 
 

16 

Dalam perjanjian terkandung beberapa unsur didalamnya yaitu:21 

a. Unsur Essensialia 

Unsur esensial adalah bagian dari perjanjian yang harus ada dalam suatu 

perjanjian, bagian yang mutlak, dan apabila tidak ada maka perjanjian tidak 

dapat dilakukan.  

b. Unsur Naturalia 

Unsur naturalia adalah bagian dari perjanjian yang diatur dengan undang-

undang, tetapi para pihak yang melaksanakan perjanjian dapat menggantinya, 

sehingga unsur naturalia diatur oleh undang-undang namun sifatnya 

mengatur atau menambah 

c. Unsur Aksidentalia 

Unsur aksidentalia merupakan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak 

untuk ditambahkan dalam perjanjian yang dibuat, sifatnya sebagai unsur 

pelengkap sehingga bisa ada atau diatur, dan bisa juga ditiadakan tergantung 

keinginan para pihak.  

Perjanjian harus didasarkan pada beberapa asas yaitu asas kebebasan 

berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, 

asas personalia, asas kepercayaan, asas mengikatnya suatu perjanjian, asas 

persamaan hukum, asas keseimbangan hukum, dan asas kepastian hukum. 

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses layanan peer to 

peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

 
21 Zakiyah, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, Yogyakarta : Lingkar 

Media, Maret 2017, hlm. 94. 
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mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka 

melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara 

langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.22  

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menjelaskan mengenai perjanjian pinjam-meminjam yaitu pinjam-meminjam 

ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang 

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 

Pada layanan peer to peer lending, perjanjian pinjam-meminjam tidak 

hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman 

namun juga melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan penyedia jasa peer to 

peer lending.23 Maka dari itu, sedikit berbeda dengan konsep Pasal 1754 

KUHPerdata, pada perjanjian peer to peer lending para pihak tidak bertemu 

secara langsung untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam, para pihak 

hanya dipertemukan pada suatu platform yang disediakan oleh perusahaan 

penyelenggara layanan peer to peer lending.  

Untuk mengatasi adanya kepentingan berbagai pihak yang harus 

dituangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, Peer to peer lending 

seringkali memilih untuk menggunakan klausula baku. Klausula baku 

 
22 Otoritas Jasa Keuangan. Frequently Asked Question: Kategori Umum. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf. Diakses pada Rabu, 18 
Agustus 2021, Pukul 14.17.  

23 Heryucha Romanna Tampubolon. Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud 
Baru Keuangan Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 3 No.2 Edisi Maret. hlm. 194 
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merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha 

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat 

dan wajib dipenuhi oleh konsumen.24 Dengan adanya klausula baku tersebut, 

lender dan borrower yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian peer to peer 

lending dianggap telah mengetahui dan menyetujui perjanjian yang dibuat 

secara sepihak oleh perusahaan penyelenggara jasa peer to peer lending. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Indonesia sebagai negara hukum merupakan konsep yang meletakkan hukum 

sebagai patokan dalam menjalankan pemerintahannya. Hukum dijadikan dasar 

untuk menjalankan kekuasaan negara demi mencapai negara yang adil dan 

mengutamakan hak asasi serta martabat manusia. Sebagai negara hukum, dalam 

menjalankan pemerintahannya Indonesia harus memberikan perlindungan 

hukum bagi setiap masyarakatnya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah 

negara menjamin dan mengutamakan terlaksananya hak dan kewajiban serta 

memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Teori perlindungan hukum memberikan suatu gambaran dari fungsi hukum 

itu sendiri, yaitu hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. Menurut doktrin, perlindungan hukum yang 

dimaksud adalah sebagai berikut:25 

 
24 Sri T. dan Arfianna N. 2016. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam 

Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang. JH Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, Januari 2016, 
hlm. 163. 

25 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989, hlm. 40. 
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a. Satjito Rahardjo mengatakan perlindungan hukum merupakan suatu upaya 

untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pengalokasian hak asasi 

manusia kepada subjek hukum untuk bertindak memenuhi kepentinganya 

tersebut.  

b. Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya atau Tindakan 

perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan penguasa yang semena-

mena dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, perlindungan hukum yang 

dilakukan bertujuan untuk perwujudan ketentraman dan ketertiban demi 

terjaminnya hak asasi manusia. 

c. Philipus M. Hadjon mendeskripsikan perlindungan hukum sebagai 

perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subujek hukum berdasarkan ketentuan 

umum. 

Dikaitkan dengan kegiatan financial technology berbasis peer to peer 

lending, Teori ini menjadi relevan dengan adanya perlindungan hukum karena 

pada financial technology berbasis peer to peer lending terdapat suatu risiko 

gagal bayar oleh borrower. Dengan adanya konsep perlindungan preventif dan 

represif dimana preventif artinya pencegahan dan represif artinya pemberian 

sanksi selaku perlindungan akhir terhadap pelanggaran yang dilakukan, 

diharapkan pihak perusahaan penyelenggara layanan dapat melindungi hak dan 

kewajiban para pihak baik internal ataupun eksternal.26  

 
26 Ni Made Intan Pranita D. dan Made Gede S.K.R.. Perlindungan Hukum Terhadap 

Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending. Acta Comitas 
Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No.3, Edisi Desember 2020. Hlm. 485 



 
 

 
 

20 

Perlindungan dengan konsep preventif ditujukan pada peran perusahaan 

penyelenggara layanan peer to peer lending sebagai pihak yang berwenang 

dalam membuat peraturan, mengambil tindakan dan keputusan, serta 

memberikan batasan-batasan didasarkan dengan sikap kehati-hatian. 

Perlindungan internal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah 

perlindungan hukum dalam perusahaan penyelenggara layanan peer to peer 

lending itu sendiri. Sebagai perusahaan penyelenggara layanan peer to peer 

lending, lender mempercayakan penempatan dana pada perusahaan tersebut 

sebagai bentuk investasi, maka dari itu perusahaan memiliki tanggung jawab 

sebagai penyelenggara layanan untuk mengalokasikan dana tersebut kepada 

borrower atau peminjam yang kredibel. Dengan memilih borrower yang 

kredibel, perusahaan telah melakukan perlindungan preventif untuk mencegah 

adanya sengketa gagal bayar. Sedangkan secara eksternal, perlindungan 

preventif yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyelenggara layanan peer to 

peer lending yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan peer to peer lending yang 

didasarkan pada prinsip transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan 

data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, 

dan biaya terjangkau. Perusahaan juga harus menyediakan informasi yang 

akurat, terkini, jelas dan tidak menyesatkan melalui edukasi atas karakteristik 

sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.27 

 
27 Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Bank dan Institusi Keuangan Non Bank 

Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 497. 
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Perlindungan dengan konsep represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan sehingga 

dapat dipastikan hak dan kewajiban tiap pihak tetap dapat terlindungi. Secara  

internal, perlindungan represif berfungsi untuk memudahkan perusahaan 

penyelenggara layanan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Secara 

eksternal, perlindungan represif berfungsi untuk menjamin tingkat kepercayaan 

lender dan borrower kepada perusahaan penyelenggara layanan, dimana 

terdapat rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.28 

3. Teori Keseimbangan Hukum 

Keseimbangan secara umum merupakan keadaan dimana terdapat keserasian 

dan keharmonisan serta tidak berada dalam keadaan berat sebelah atau terfokus 

pada satu hal tertentu saja. Kata seimbang “evenwicht”, yang dimaknai dalam 

kehidupan sehari-hari menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian 

beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan harus 

memperhatikan proporsionalitas masing-masing komponen yang dilingkupinya. 

Dalam hukum keseimbangan lebih sering diartikan sebagai keadilan. 

Pada dasarnya subjek-subjek hukum dalam membentuk suatu perjanjian demi 

memenuhi kepentingan kepentingannya. Para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian bebas menentukan apa yang menjadi isi dari hal yang diperjanjikan 

asalkan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Perjanjian yang telah dibentuk 

 
28 Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, 

Jakarta, 1998, hlm. 98. 
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secara umum merupakan kesepakatan yang timbul dari beberapa kepentingan 

para pihak. Dengan adanya kebebasan berkontrak dalam perjanjian inilah yang 

pada akhirnya seringkali menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan dalam 

kontrak, hal ini disebabkan karena dalam suatu perjanjian kebebasan yang ada 

didasarkan pada posisi tawar atau bargaining position.29  Dalam suatu 

perjanjian, keseimbangan dibutuhkan demi menjamin proporsionalitas hak dan 

kewajiban para pihak. Keseimbangan ditujukan agar terhindarnya konflik antara 

para pihak akibat dari ketimpangan yang tercipta karena hilangnya asas 

proporsionalitas dalam suatu perjanjian. 

Para pihak dalam membentuk suatu perjanjian pastinya menghasilkan suatu 

hubungan hukum yang terikat. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa 

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut doktrin Siti 

Malikthatun Badriyah mengatakan bahwa perjanjian pada dasarnya bertujuan 

untuk mencapai keseimbangan kepentingan para pihak, maka dari itu 

keseimbangan merupakan suatu inti dari perjanjian yang harus diperhatikan 

bahkan semenjak tahap pra kontraktual dimulai.30 Setiap pihak yang terikat 

dalam suatu perjanjian memiliki suatu tujuan untuk memenuhi haknya, namun 

untuk mendapatkan haknya tersebut, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi. 

Demi menghindari keadaan timpang dimana kewajiban atau hak salah satu pihak 

lebih besar dibanding pihak lainnya, maka diperlukan asas keseimbangan yang 

 
29 Irayadi, Muhammad. Asas Kesimbangan Dalam Hukum Perjanjian. Hermeneuutika: 

Jurnal Ilmu Hukum Vol.5, No.1, Februari 2021. hlm. 99 
30 Ibid. 



 
 

 
 

23 

merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki 

keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. 31 Dalam 

kegiatan peer to peer lending ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu 

lender, borrower, dan perusahaan peer to peer lending selaku pihak ketiga 

penyelenggara jasa. Hak dan kewajiban tiap pihak harus secara jelas dijabarkan 

sehingga terdapat keseimbangan didalamnya dan tidak merugikan pihak lainnya. 

Kontrak yang dibentuk harus disepakati oleh tiap pihak untuk menghindari 

adanya ketimpangan baik hak maupun kewajiban sehingga tercipta keadilan dan 

keseimbangan yang diharapkan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secara empiris atau social legal research. Jenis penelitian empiris ini 

memfokuskan penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari 

hasil observasi lapangan.32 Penelitian empiris yang dimakud merupakan 

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini 

memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum serta hubungan hukum 

para pihak dalam peer to peer lending dengan menarik sampel di salah satu 

 
31 Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. Peranan Asas Keseimbangan Dalam 

Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas 
Dirgantara Marsekal Suryadarma: Vol. 8 No.1, September 2017. hlm.41 

32 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10. 
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perusahaan penyelenggara peer to peer lending yaitu PT. X  yang berlokasi di 

Jakarta. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan dengan perlindungan hukum para 

pihak dalam peer to peer lending. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah 

kasus-kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan 

dengan perlindungan hukum para pihak dalam peer to peer lending untuk 

memperolah gambaran terhadap dampak pernomaan suatu aturan hukum dalam 

praktiknya.33 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka dari itu penulis 

menggunakan data primer sebagai sumber data utama. Data primer yang 

digunakan berupa data empiris yang diperoleh di lapangan (field research) 

sebagai hasil observasi yang bersumber dari salah satu perusahaan 

penyelenggara peer to peer lending yaitu PT. X  yang beralamat di Jakarta serta 

Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan merupakan data informasi 

mengenai peraturan yang menjabarkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam 

 
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10. 
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kegiatan peer to peer lending. Selain itu penulis juga menggunakan data hukum 

Sekunder sebagai data pendukung untuk menyusun kerangka penelitian 

(research design) dan atau  untuk informasi awal dari penelitian terdahulu guna 

memperdalam teori yang mungkin digunakan serta memperdalam pengetahuan 

mengenai metode yang digunakan.34 Data sekunder yang digunakan bersumber 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

yaitu: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan jawaban 

terhadap masalah penelitian35 

Bahan hukum primer dalam penulisan  skripsi ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

4) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

5) Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan; 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; 

 
34 Depri Liber Sonata. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik 

Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, Januari-Maret 
2014, hlm. 31. 

35 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodelogi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 
2010, hlm. 158.  
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8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; 

9) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan 

atau membahas data primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, 

pendapat pakar hukum (doktrin), hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya 

yang berhubugan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai 

penunjang guna mendukung data primer dan data sekunder, yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan. Contohnya seperti Kamus 

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal ideal, indeks kumulatif dan 

seterusnya.36 

 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian dalam penulisan  

skripsi ini yaitu salah satu perusahaan penyelenggara jasa peer to peer lending 

yaitu PT. X  yang beralamat di Jakarta Selatan dan Otoritas Jasa Keuangan yang 

beralamat di Gedung Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subroto RT006 RW001 

Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta 

Selatan 12710.  

 
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam 

penelitian. Penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu studi 

lapangan dan studi kepustakaan 

a. Studi Lapangan 

Penulis menggunakan pengumpulan data melalui studi lapangan berupa 

wawancara. Wawancara yang dilakukan dilaksanakan melalui metode 

daring dan luring. Penulis melaksanakan wawancara untuk memperoleh 

jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian kepada informan. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam hal ini digunakan sebagai data pendukung pada 

penelitian empiris, sehingga data utama yang digunakan tetap data primer 

atau data lapangan , dan data sekunder untuk mendukung dan melengkapi 

data primer. 

 

6. Teknik Penentuan Sampel 

Dalam penelitian  skripsi ini, penulis menentukan teknik penentuan sampel 

sebagai data empiris melalui Teknik Purposive Sampling. Sampel dalam 

purposive Sampling ini telah dipilih dan ditentukan terlebih dahulu dengan 

berbagai pertimbangan sebelumnya. Penentuan sampel yang diambil telah dikaji 

dan diyakini oleh penulis dapat digunakan sebagai jawaban permasalahan dari 

objek yang dikaji. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini ialah: 
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a. 1 orang staff bagian legal di PT. X  

b. 1 orang staff bagian perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan 

Sampel yang telah disebutkan, diyakini penulis dapat menjabarkan data-data 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian  skripsi ini, penulis menentukan teknik analisis data secara 

empiris kualitatif yaitu menyusun dan menganalisis data sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

Teknik analisis ini dikenal dengan teknik analisis data Miles and Huberman. 

Terdapat tiga poin utama dalam teknik analisis ini yaitu melalui reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.37 

 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menyajikan hasil akhir penelitian yang 

berupa jawaban atas perumusan masalah yang diteliti. Kesimpulan dikemukakan 

secara singkat dan pada tentang kebenaran dari penelitian. Teknik penarikan 

kesimpulan yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu menarik kesimpulan 

berdasarkan data-data yang telah dikaji dari yang bersifat umum menjadi bersifat 

khusus.38 

  
 

37 Ulber Silalahi, Aep Gunarsa. Metode penelitian sosial. Bandung: Refika Aditama, 
2009, hlm. 77. 

38 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, 
hlm. 93. 
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